GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 58/KPTS/DPMD/2024
TENTANG

TENAGA AHLI PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan
Penegasan Batas Desa, Gubernur dapat membentuk Tim
Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang terdiri dari Perangkat
Daerah dan instansi terkait yang membidangi;

. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim Penetapan dan

Penegasan Batas Desa dibantu oleh Tenaga Ahli yang berasal dari
akademisi;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tenaga
Ahli Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor © Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keria meniadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
bo8/) sebagaimana telah beberapa kaii diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);




KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan :

-3-

: Dalam melaksanakan tugas Tenaga Ahli Penetapan dan Penegasan

Batas Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
bertanggung jawab serta ~menyampaikan laporan  hasil
perkembangan kegiatannya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel.

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembapg
pada tanggal 1@ Jagusr]

Pj. GUBERNUR sMuf

A. FATONI

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BKD Provinsi Sumsel di Palembang




